BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan Pelayanan Publik dewasa ini amat sulit untuk mengukur
kualitasnya. Sebab tidak seperti produk-produk fisik, pelayanan publik
sifatnya amat subyektif. Penentuan kualitas pelayanan tidak semata berasal
dari pemberian jasa pelayanan melainkan juga sangat ditentukan oleh
penggunaan jasa pelayanan.

Produktifitas Publik menjadi samara, membingungkan dan memuat
asumsi-asumsi implicit, sehingga memperlambat kemajuan di bidang tersebut.
Seringkali para pakar berbicara dengan mendapat akhir yang berbeda.
misalnya menggunakan kata-kata efisien, ketika bermaksud mengatakan
“efektifitas™ atau kualitas pelayanan atau produktifitas. Perbedaan pemakaian
istilah telah menjadi kesalahan yang dapat membawa kita pada ide yang tidak
teralur. Kini perlu mengkaji ulang kosakata umum dan menempatkannya
secara lebih baik™.

Berkenaan dengan hal tersebut, pelayanan publik yang profesional perfu
untuk diwujudkan. Hal ini penting mengingat dalam sistem pemberian
pelayanan  kepada masyarakat akhir-akhir ini menunjukkan banyak
kemunduran.

Kemudahan dan bahkan kegagalan dalam pelayanan masyarakat tidak

saja terjadi pada negara-neeara berkembang seperti Indonesia akan tetapi juga



terjadi dalam sistem pemerintahan di Amerika. Kegagalan ini disebabkan oleh
banyak faktor yang mendasar sebagaimana diungkapkan oleh Bohr : “Sistem
pemerintahan Amerika memiliki sejumlah kelemahan dasar yakni secara
organisasionil, analitical, legislatit politik dan yudukatf”'

Manajer publik dapat membantu membenarkan kesalahan-kesalahan ini.
Tetapi untuk melakukannya, mereka harus mempelajari materi kepemimpinan.

Selain itu, karena kelemahan-kelemahan ini merupakan masalah internal,
serius dan konsekuensial dan karena Manajer Publik berada dalam posisi unik
untuk membantu membenarkannya, Manajer Publik memiliki andil untuk
memimpin.

Dengan demikian dapat deketahui bahwa sumber dari rendahnya
pelayanan publik serta kegagalan-kegagalan yang ada dikarenakan kurang
profesionalnya aparat yang memberikan pelayanan, terlalu birokratis,
lingkungan yang kurang mendukung, organisasi analisis, eksekutif, legislatif.
politik dan hukum.

Salah satu cara untuk menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat
adalah menyajikan pelayanan dengan mengimplementasikan sendi-sendi
pelayanan seperti yang ditegaskan dalam Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993. Sendi-sendi tersebut

antara lain:

"' M.Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta : Bumi Aksara, 1992)
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Kesederhanaan dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

a.

b.

Prosedur / tata cara pelayanan umum

Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun adminisiratif

Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan umum

Rincian biaya tariff pelayanan umum dan tata cara pembayarannya
Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum

Hak dan kewajiban baik dan pemberi maupun penerima pelayanan
umum, berdasarkan  bukti-bukti penerimaan permohonan /
kelengkapannya sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan
umum

Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan
kepastian hukum.

Keterbukaan, dalam arti prosedur / tata cara, persyaratan satuan
kerja/pejabat penangung jawab pemberi pelayanan umum waktu
penyelesaian dan rincian biaya / tarif dan hal-hal yang berkaitan dengan

proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah
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diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun tidak
diminta.

Efisien, dalam arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal
yang berkaitan langsung dengan maksud dan tujuan pelayanan yang
diberikan, mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan
persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan
kelengkapan sebagai persyaratan dari satuan kerja/Instansi Pemerintah
lain yang terkait.

Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan
secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan atau jasa pelayanan
umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajaran. kondisi
dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan yang merata. dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum
harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan
diperlukan secara adil.

Ketetapan waktu, dalain arti pelaksanaan pelayanan umum dapat
diseesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Ternyata di dalam realitas, iklim pelayanan dilingkungan
pemerintah daerah tidak sepenuhnya sesuai dengfm harapan dan
keputusan di atas. Administrator, yailu para pegawai publik, yang
seharusnya berperan sechagai Service Provider dan Fasilitator ternyata

belum mampu dalam realitas. Birokrasi atau administrator masih



menunjukkan sosok sebagai “agen tunggal” dan “majikan besar” dalam
pelayanan publik. Dalam makna yang paling abstrak, para pengguna jasa-
jasa pelayanan publik seharusnya berkepentingan terhadap pelayanan
yang baik, tetapi dalam realitas keseharian, terutama dalam keragaman
kepentingan, sering mengisyaratkan tidak adanya kesepakatan jasa
pelayanan publik menjadi bagian yang dinomorduakan®.

Disisi lain menyangkut urusan publik telah berkaitan dengan
konflik dan perbedaan nilai. Permasalahan kualitas dengan demikian
merupakan persoalan etis, sebab perbedaan keluaran dan hasil selalu
dipandang dan perspektif moral yang berbeda. yang hanya dapat diatasi
melalui penggunaan judgement, oleh karena selalu muncul dilema atas
setiap keputusan yang dijadikan dasar pelayanan publik. Hal ini
membawa implikasi bahwa efektifitas pelayanan tidak dapat diukur hanya
dari satu dimensi karena menyangkut konflik nilai sehingga kualitas
pelayanan tidak dapat diukur secara baku. Apa yang dianggap sebagai
pelayanan yang berkualitas pada kondisi yang lain. Dengan demikian
penilaian terhadapnya atau paling kurang kesepakatan terhadap kualitas
pelayanan sulit dicapai.

Melihat kondisi pemerintah kita (Indonesia) belakangan ini
menampakkan semakin tidak kondusif untuk menopang percepatan
pembangunan nasional. Wajah pemerintah negeri kita memang nampak

semakin kusut dan kusam. Rakyat seakan mencibir sambil mengurut dada

* Zauhari, Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi (Jakarta : Bina Aksara, 1996)
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dalam menyaksikan kejahatan kolektif. hasil kohesi dan birokrat dan
pelaku bisnis. Perilaku tercela yang terungkap jada saat ini memang
éangat bervariasi. melalui kebocoran anggaran kredit macet. restibusi
pajak dan lain-lain. Kondisi tersebut terus berjalan sampai sekarang
walaupun negara kita dalam keadaan yang semakin tidak stabil dalam
segala aspek pembangunan. Walaupun katanya kita sekarang masuk era
demokrasi dan reformasi, tetapi kondisi pemerintah kita tetap saja belum
beranjak dalam pelayanan yakni kurang baik.’

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila kita ingin
membanguni negara ini dengan baik, maka perbaikilah sistem
pemerintahnya mulai dari proses pembentukan hingga implementasinya
di lapangan. Tugas ini bukan ada di tangan masyarakat saja melainkan
pemerintah. Pemerintahlah yang harus bertanggung jawab atas segala
penyimpangan yang mungkin terjadi dalam implementasi pemerintahan di
masyarakat.

Dalam  perjalanan hidupnya manusia mengalami beberapa
peristiwa antara lain: kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan
sebagainya. Mengenai semuanya ini seyogyanya orang yang
berkepentingan dapat memperoleh kejelasan dan kepastian secara mudah.

Hal ini karena sebagai suatu negara hukum seperti halnya negara

? Noorsyamsa, Menuju Format Baru Pelayanan Publik (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara),

hlm 61
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Indonesia ini maka kedudukan hukum setiap warga negaranya harus jelas
dan pasti.*

Perkembangan masyarakat yang cenderung menuntut suasana
kebebasan, transparansi dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga
menuntut wacana lebih luas peran pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat ini tentunya membawa dampak terhadap perubahan iklim
kerja khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Pelayanan kepada
masyarakat yang dimaksud adalah merupakan pelayanan kebutuhan
masyarakat yang menyangkut keselamatan masyarakat itu sendiri
khususnya di bidang pelayanan akta-akta.

Pemilikan akta bukan hanya sebagai kehutuhan masyarakat tetapi
lebih dari itu sebagai kewajiban yéng harus dipenuhi. Sedangkan pihak
pemerintah yang mengeluarkan ijin itu pada dasarnya hanya membantu
memberikan layanan pada masyarakat. Namun kendatipun memiliki akta
merupakan kewajiban masyarakat, sehingga mereka kadang-kadang
dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata untuk memenuhi kewajiban
itu tidak mudah dalam proses kepengurusannya. Ini sangat ditentukan
oleh kinerja birokrasi pemerintah sebagai organisasi yang melayani
masyarakat dalam bidang pelayanan akta-akta.

Akta catatan sipil itu merupakan hal yang penting dan perlu karena
dengan demikian orang dapat dengan mudah memperoleh kapasitas akan

kejadian-kejadian tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan Lembaga Catatan

* Niko Ngani, Seri Hukum Perdata Bara/Cara untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil.
(Yogyakarta : Liberty) L.O hlm 39



Sipil yakni suatu lembaga yang memberikan kepastian yang sebesar-
besarnya dan selengkap-lengkapnya secara sejelas-ielasnya akan kejadian
atau peristiwa seperti di atas. Oleh karena semua peristiwa atau kejadian
tersebut dilakukan dan didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan
sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti atau
kepastian hukum tentang peristiwa atau kejadian tersebut.

Guna peningkatan pelayanan masyarakat, pemberian kepastian
hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan
kesatuan bangsa, maka penataan dan peningkatan pembinaan
penyelenggaraan Catatan Sipil mutlak diperlukan. agar setiap warga
negara memperoleh bukti yang dapat dipercaya berbentuk Akta Catatan
Sipil merupakan akta autentik dan sebagai dokumen security sehinga
perlu diatur juga kegiatan pengelolaannya meliputi pengadaan spesitikasi
kertas bahan baku blanko baik Register Akta yang tersimpan pada
Lembaga Calatan Sipil maupun kutipan Akta Catatan Sipil yang
diserahkan kepada pemohon. Demikian juga pengaturan mengenai Biaya
Pelayanan, Catatan Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjawab tantangan itulah
maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan
Penyelenggaraan Catalan Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelengaraan Catatan Sipil dalam

Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, serta Keputusan



Menteri Dalam Neger Nomor 132 Tahun 1997 tentang Pengeloaan
Blanko Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil. Adapun
pengaturan mengenai pungutan pada masyarakat terkait penerbitan akta
catatan sipil sampai saat ini masih Berdasar Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.
Sedangkan pengaturan tentang Catatan Sipil terdapat dalam KUH Perdata
buku I tentang Orang title Il dari pasal 4 sampai dengan pasal 16.
Selanjutnya karena belum adanya pengaturan tentang Akta Catatan Sipil
yang bersifat nasional.

Berlakunya beraneka peraturan Catatan Sipil tersebut di atas
dikarenakan adanya penggolongan penduduk Indonesia yakni menurut
pasal 163 HIS digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan besar yaitu:
golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putra.
Akibat penggolongan tersebut maka hukum di Indonesia terutama hukum
perdata terdapat beraneka ragam. Hal ini disebabkan adanya beberapa
golongan warga negara yang terdapat di Indonesia.

Penggolongan-penggolongan ini diadakan oleh karena adanya
politik dari pemerintah Hindia Belanda. Karena sepert telah diketahui
Indonesia dahulu merupakan jajahan Belanda. Sehingga hukum yang
diberlakukan adalah hukum penjajah. Akan tetapi keadaan demikian
segera berakhir untuk keadaan sekarang perbedaan-perbedaan golongan
penduduk tersebut dirasakan sangat menghambat pembangunan. Di

samping itu dalam UUD’45 tidak dikenal adanya perbedaan antar
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golongan Warga Negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam pasal 26 ayat
I yang berbunyi sebagai berikut “Yang menjadi warga negara ialah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara dengan demikian yang ada
hanya warga negara Indonesia dan warga negara asing. Bukan lagi
perbedaan golongan-golongan seperti zaman penjajahan. Sebab
pengolongan di zaman penjajah tidak sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang
hanya mengakui adanya istilah warga negara bagi perorangan.

Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. I Tahun
1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakibatkan Catatan
Sipil mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat kita lihat
dari pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
yang menentukan bahwa pencatatan perkawinan dan mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh
Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No. 32
Tahun 1954, tentang Nikah, Talak, dan Rujuk.

Perkawinan selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan
Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam
berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Implementasi dan peraturan perundangan ini ternyata belum keseluruhan
dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mengedepankan

pentingnya mendaftarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam
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keluarganya pada Lembaga Catatan Sipil untuk mendapatkan kepastian
hukum akan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut.

Implementasi Kebijakan penyelenggaraan Catatan Sipil di satu sisi
sebagai sarana menciptakan keamanan dan ketertiban untuk terwujudnya
keutuhan dan kesatuan bangsa, sedangkan disisi yang lain bagaimana
perilaku masyarakat sebagian pengguna pelayanan publik memperoleh
pelayanan Akta Catatan Sipil merupakan faktor yang perlu dicermati.

Terkait dengan persoalan catatan sipil maka setelah kebutuhan
seseorang akan Akta Catatan Sipil itu terpenuhi, maka kebutuhan tersebut
akan menyebabkan daya dorong tertentu yang melahirkan keinginan
terhadap kedudukan hukum seseorang. Dimulai pada saat dilahirkan dan
akan herakhir dengan kematian dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran
sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum
yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan
tetapi juga untuk bekas istri atau bekas suami dan anak-anak mereka.

Padahal banyak keuntungan yang diperoleh bagi pemilik Akta
Catatan Sipil, karena Akta Catatan Sipil mempunyai banyak fungsi bagi,
pemiliknya dan fungsinya itu tidak dapat diartikan dengan benda yang
lain. Adapun kegunaan dan akta-akta yang dibuat di Catatan Sipil, yaitu :
I. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti paling kuat dalam

menentukan kedudukan hukum seseorang.
2. Merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna di depan hakim/pengadilan
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3. Memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang
keadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan
pengakuan anak serta perceraian.

4. Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran pada khususnya dari Catatan
Sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti yang autentik dalam hal
pengurusan paspor kewarganegaraan, KTP, keperluan sekolah,
bekerja, mendaftarkan calon TNI/POLRI, menentukan status waris
dan sebagainya.’

Di samping itu manfaat yang telah disebutkan di atas, masih
banyak antara lain dan Akta Catatan Sipil tersebut, khususnya yang
bersifat subyektif. Yang jelas bahwa Akta Catatan Sipil tersebut akan
memberikan rasa aman dan tentram bagi pemiliknya, segala
sesuatunya mudah diketahui dari sifatnya pasti serta dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi untuk mendapatkan
Akta Catatan Sipil tersebut seringkali tidak semudah yang
dibayangkan dan banyak kendala-kendala yang muncul. Fenomena
seperti ini ditunjukkan dan sedikitnya peristiwa kelahiran yang
ditindaklanjuti dengan pengurusan Akta Catatan Sipil.

Dalam rangka meningkatkan layanan publik oleh aparatur
Kantor Catatan Sipil yang bertugas dalam badan publik bidang

pelayanan akta-akta dimana mendalami sampai diperlukan adanya

* Niko Ngani, Seri Hukum Perdata Bara/Cara untuk Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil.
(Yogyakarta : Liberty) LO him 42



dasar untuk melakukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

Akan tetapi banyak fenomena yang terjadi di tengah kota-kota
khususnya di kota Surabaya. Kebijakan-kebijakan yang éda di tidak
sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Persyaratan-persyaratan
yang diberikan terkadang terlalu memaksakan. Contoh yang paling
nyata, dalam pelayanan pencatatan akta kelahiran wajib memenuhi
persyaratan yang telah ditentaukan akan tetapi kalau persyaratan tidak
memenuhi maka tidak akan mendapatkan layanan pencacatan akta
kelahiran. Sedangkan persyaratan yang berlaku semisal foto kopi
surat nikah yang telah dilegalisasi, kartu keluarga (KK), bukti lahir
dari dokter, dua orang saksi kelahiran.belum lagi biaya yang termat
mahal bagi masyarakat yang kurang mampu. °

Tentu saja program ini bertentangan dengan realitas di lapangan
terutama warga yang menempati lahan bukan miliknya seperti Bendul
Merisi Jaya, Dukuh Kupang Barat gang Buntu, dan Kalianak. Selain
tidak memiliki KSK, KTP, kebanyakan anak mereka yang dilahirkan
di Surabaya tidak memiliki akta kelahiran. Akibatnya anak-anak
mereka mengalami kesulitan ketika masuk sekolah karena tidak
memiliki akta kelahiran.

Berpijak pada uraian di atas, perlu adanya perhatian secara

khusus dan mendalam terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan

o http://www.surabaya.go.id/dispendulk/index.php?view=berita&id=34 diakses tel 1 April 2011




masyarakat atas berbagai pelayanan yang telah diberikan oleh
organisasi pemerintah khususnya dalam penelitian ini adalah
menyangkut peranan kantor catatan sipil (Capil) dalam memberikan
pelayanan pemberian layanan akta-akta baik itu akta kelahiran,
kematian, perceraian, pengakuan dan pengesahan nama, perkawinan
serta pengangkatan anak. Penelitian ini menjadi penting artinya
dilakukan guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa

serta manuju Capil yang mandiri dan profesionalisme secara makro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dapat diambil

rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimanakah Implementasi kebijakan pelayanan akta di Kantor Catatan
Sipil Kota Surabaya?
Apakah faktor-faktor pendukung dan penghamhat dalam implementasi

kebijakan pelayanan akta di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan serta

mendeskripsikan:

1.

Implementasi kebijakan pelayanan akta di Kantor Catatan Sipil Kota

Surabaya
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghamhat dalam implementasi kebijakan

pelayanan akta di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah
wawasan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan
Ilmu Politik yakni mengetahui tentang sistem tata pengelolaan yang baik
kepada warga negara.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan
wawasan dalam menerapkan sistem layanan berkualitas kepada

masyarakat.

E. Penegasan Judul
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul “Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik (Studi Tentang Implementasi kebijakan pelayanan Akta
Pada Kantorl Catatan Sipil Kota Surabaya). Berikut ini akan dijelaskan
mengenai penjelasan dari judul tersebut:
1. Peningkatan kualitas Pelayanan publik adalah peningkatan mutu pelayanan
terhadap masyarakat yang diberikan oleh Dinas Kependuduka dan Catatan
Sipil guna mendapatkan pelayanan yang maksimal
2. Implementasi kebijakan Pelayanan akta adalah pelaksanaan atau

penerapan kebijakan Pemerintah Dacrah dalam memberikan layanan yang



terkait dengan warga Negara menyangkut surat tanda pengesahan atau
pengakuan, baik tentang kelahiran, kematian, perceraian, dsb.

3. Kantor Capil Kota Surabaya adalah kantor yang mencatat tentang surat
pengesahan atau pengakuan resmi yang diberikan kepada masyarakat di

kota Surabaya.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penegasan Judul,
dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka yang berisi tentang kerangka teori/konseptual,
yakni Tinjaun Pustaka, implementasi kebijakan dan pelayanan publik.

Bab III, Metodologi Penelitian dalam implementasi kebijakan
pelayanan akta di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu analisis
implementasi kebijakan pelayanan akta dan Faktor-faktor pendukung dan
penghamhat dalam implementasi kebijakan pelayanan akta di Kantor Catatan
Sipil Kota Surabaya

Bab V, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-

saran



